KEPALA DESA GUMAYUN
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA GUMAYUN
NOMOR : 1 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUMAYUN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (8)
Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan
Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal
Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa
Khusus Nomor 001/BA-BPD/1/2024 tentang
Pembahasan dan Penetapan KPM BLT Desa 2024;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa Gumayun tentang
Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Tunai Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
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10.

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 661);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019

tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
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Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor

530);

11, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1052);

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor

80);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1

Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

17.Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyususnan APBDesa Tahun 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang

Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan
Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun

2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor
83);
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Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Gumayun Tahun 2019 Nomor 06);

91. Peraturan Desa Gumayun Nomor 06 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020 - 2026 Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Pedeslohor Tahun
2020 Nomor 006);

29 Peraturan Desa Gumayun Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran
Desa Gumayun Tahun 2023 Nomor 3).

93, Peraturan Desa Gumayun Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Desa Gumayun Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GUMAYUN TENTANG DAFTAR
NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

(1) Desa adalah Desa Gumayun

(2) Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa dan bersifat mengatur.

(3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(5) Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(6) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

(7) Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada
Keluarga Penerima Manfaat dan diputuskan melelui Musyawarah Desa
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(8) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang
selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam
Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB I
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SASARAN PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 2

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa diberikan kepada keluarga
miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

(1) Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa
bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan
Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam
keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang
terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

(4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
dan/atau difabel;

¢. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 4

Sasaran Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar
sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu
Prakerja (KP), dan bantuan JPS lainnya.

Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat

BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Kepala Desa ini.
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PENYALURAN BLT DESA

Pasal 6

(1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan
Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

(2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan atau dapat
diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara
langsung atau tunai kepada penerima manfaat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh :
a. Badan Permusyawaratan Desa Gumayun.

b. Camat Dukuhwaru.

c. Dispermasdes Kabupaten Tegal.

d. Inspektorat Kabupaten Tegal.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dalam Berita Desa Gumayun

. Ditetapkan di Desa Gumayun

Diundangkan di Gumayun
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DESA GUMAYUN
9

SUSMAENI
BERITA DESA GUMAYUN TAHUN 2024 NOMOR 1

Lampiran
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